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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

: a. bahwa guna mewujudkan kondisi lingkungan, ekonomi

dan sosial budaya yang baik dan merata untuk
dilaksanakan oleh institusi sesuai dengan masing-masing
kewenangannya, maka diperlukan adanya keterpaduan
kebijakan strategi dalam pengelolaannya;

. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu diatur hak, kewajiban dan tanggung
jawab penyedia dan pemanfaat serta pihak-pihak terkait
lainnya dalam sistem pengelolaan Pembayaran Jasa
Lingkungan Hidup;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Sistem
Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup dengan Peraturan
Bupati;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419),

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



















































BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 224



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 224 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
JENIS JASA LINGKUNGAN HIDUP
Indikator kinerja Kegiatan PJILH
No, [lenis jasa linglungan e ‘};ﬁ;"@“ Melalui vegetati Melalui sipil teknis Lainnya
up Upaya Spesifikasi Indikator Upaya Spesifikasi Indikator Upaya Spesifikasi Indikator
Tata Air
1.1 |Meningkatkan Debit mata air Menjaga pohon |Diameter Terjaganya Membuat a. Berbentuk Air Hujan
infiltrasi dan bertambah dan tegakan pohon minimal [jumlah pohon |sumur lingkaran diameter |dan Aliran
mengurangi aliran |potensi banjir 10 em, tinggi [tegakan. resapan untuk [minimal 80 cm Limpasan
permukaean di area |menurun karena pohon menampung |dengan kedalaman [Permukaan
resapan aliran permukaan minimal 1,5 aliran minimal 1,5 m masuk ke
mengecil meter, Jenis limpasan dan/atau: dalam sumur
pohon kayu permukaan air resapan
(selain sengon hujan dan/atau |b. Berbentuk
& sejenisnya), menampung |persegidengan
Jumlah pohon air hujan dari |ukuran minimal 1 m
minimal: 300 atap x1mx15Sm
pohon per rumah/bangu
hektar untuk nan. c. jumlah sumur
zona hulu; 500 resapan minimal
pohon per 20 sumur
hektar untuk resapan.
zona tengah
dan hilir,
bukan Menjaga Kondisi sumur
monokultur. sumur resapan layak, ada
resapan agar |perencanaan dan
berfungsi pelaporan
perawatan
Menjaga adanya [Adanya serasah [Pembangunan |a. berbentuk - Jumlah - -
serasah pelaporan tanaman yang |biopori dillubang diameter biopori yang
tanaman lapisan melindungi wilayah 10-25 cm dibangun
(atau |serasah permukaan tangkapan sedalam 1-2 - Perkiraan
membenamka |tanaman tanah (atau sumber air meter Jumlah air
n serasah ke dibenamkan ke b. jumlah yang
dalam tanah) dalam tanah) biopori minimal diresapkan
100 unit













Pengurangan Emisi Karbon

3.1

Memelihara
dan
mempertaha
nkan
tutupan
vegetasi

Bertambahn
ya tutupan
kanopi

Merawat dan
memelihara
tanaman
tegakan

Diameter
pohon minimal
10 cm, tinggi
pohon
minimal 1,8
meter, Jenis
pohon kayu
(selain sengon
dan sejenisnyaj
terutama yang
memiliki akar
nafas dan
penghasil
oksigen
maksimal
seperti
mangrove,
pohon
beringin,
akasia, Jumlah
pohon
minimal: 300
pohon per
hektar untuk
zona hulu; 500
pohon per
hektar untuk
zona tengah
dan hilir,
bukan
monokuitur
kecuali
mangrove

Bertambahnya
kandungan
oksigen

Komunitas yang
melakukan
aktivitas
pengumpulan
limbah plastik

komunitas yang
diakui minimal
lkepala desa,

terukur.

mempunyai aktwitas|
[yang terencana dan

Mengurangi
penimbunan
limbah plastik

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF






AR, SR AR T S
: . 1
: Melaksanakan - . Me?l:anaka; - | Melaksanakan :
: Penandatangan MOU Sl Penandatangan MOU i
i !
PELAKSANAAN PJL l
Melaporkan Penandatangan »|Menghimpun data MOU PJLH
MOU
L4
o Me]alsanil:ankPenyedlaan Membantu meningkatian
Jasa Lingkungan ¢ EE— |
A
Menerima Pembayaran dari Melakukan Pembayaran
Pemanfaat sesuai kepada Lembaga P)LH sesuai
kesepakatan dengan kesepakatan
KEUANGAN v
Melakukan Pembayaran |_| Menerima Pembayaran dari
kepada Penyedia sesuai |  Lembaga P)LH sesuai
kesepakatan kesepakatan
v
Melaksanakan dan/atau i hehtdn eI
Melaksanakan Monitoring,
menugasi Monitoring, n
» Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan
Penyediaan fasa Lingkungan e pueklizan {5 ETE sy
= e ie | (biladitugas |
MONITORIII)‘JA}F‘EVALUASI Mmghbiipiin 866
PELAPORAN Melaporkan Pelaksanaan > pelaksanaan PJLH
Pembayaran )Jasa 1
Lingkungan l
Melal'csanak;l:x Monitoring
dan Evaluasi PJLH

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF













C. Melaksanakan PJLH
Pelaksanaan PJLH berupa penandatangan MOU antar pihak
dilanjutkan dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, selain
itu lembaga PJLH melakukan pengawasan kepada Pihak Penyedia
dan Pihak Pemanfaat. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan
dengan membandingkan antara kesepakatan dan realisasi kegiatan
PJLH. Bilamana terjadi selisih, maka dilakukan klarifikasi bersama
dan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
S. Etika Kerja Lembaga PJLH

Untuk membangun hubungan kerja dengan Dunia Usaha, maka
Lembaga PJLH perlu menerapkan etika kerja dengan para pelaku
usaha berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Otonomi, artinya Lembaga PJLH dapat mengambil
keputusan dan bertindak sesuai dengan kapasitas yang
dimiliki.

2) Prinsip Kejujuran, artinya lembaga PJLH harus memenuhi
perjanjian antar sesama pelaku usaha maupun semua yang
terlibat di dalammnya dan tidak ada niat dan usaha
memperdaya setiap pihak.

3) Prinsip Keadilan, artinya lembaga PJLH harus memperlakukan
semua pelaku usaha secara setara tanpa adanya sikap
diskriminatif.

4) Prinsip saling menguntungkan, artinya semua keputusan,
sekecil apapun, harus mampu menguntungkan semua pihak.

6. Hubungan Kerja dengan Instansi Pemerintah
Lembaga PJLH harus membangun relasi yang harmonis dengan instansi
pemerintah, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF






keseluruhan setelah Penyedia Jasa mendapatkan persetujuan dari Tim
Verifikasi. Termin terakhir sebesar 30% dari nilai keseluruhan
dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyelesaikan seluruh kewajibannya
yang sudah terverifikasi.

Pembayaran PJLH dari Pihak Pemanfaat kepada Lembaga PJLH, maka
pembayaran dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani. Untuk
memfasilitasi pengelolaan dana, menggunakan rekening atas nama
Bidang PJLH. Apabila terjadi kegiatan PJL dalam bentuk barang, maka
akan diatur melalui kesepakatan antar pihak dengan LPJLH.
Pembayaran dari Pemanfaat kepada Lembaga.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





